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PERATURAN DAERAH KABUFPATEN
OGAN KOMERING LLU

NOMOR & TAHLUN 2005
TENTANG
IZIN APOTEXK
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULL,

Menimbang : 4. hahwa sgjalan dengan  Keputusan  Menter
Dalam Megeri Nomor 130 — BY lahun 2002
tentang FPengakuan Kewenanmgan Kabupaten
dan Kota Jo Kepulusan Mentei Kesehatan
Momar S22iMenkes/PER/X 1393 Jo

Keputusan Mentari Kezchatan
Nomor 1332Menkest3K2002, kewenangan



Mengingat

¥

pEnyzlenggaraan  perizinan Apotek  berada
pada Kabupaten f Kota |

. behwe dalam rangks pembinzan, pengaturan

dan pengawssan dan  pengendalian  guna
perindungan  terhadap hkepentngan umun,
maka perlu pEngataran perizinan
penyelenggaraan  Apotek dalam  Kabupaten
Ogan Komerng Ly,

. belws sehubungan dengan maksud tersebut

pada huruf & dan b di atas, perdu ditetapkan
dengan Peraturan Daersh Kabupaten Ogan
Komering LU

. Undang = Undang Repukdik Indonesia Momaor

28 Tahun 1952 tentang Pambentukan Daerah
Tkl dan Kctapraa di Sumaters  Salatan
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
1852 Nomaor 73, Tamnbahan Lembaran Negara
Fepublik Indonezia Namaor 18213 ;

- Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kidab Undang — undang
Hukum Acara Pidana [ Lembaran Mogara
Rapublik ndonesia Tahun 1881 Momor 76,
Tambahan  Lembaran  KNegara  Republik
Indonesia Momor 3208 }



-t

. Lindang — Undang Republik Indonesia Momor
23 Tahun 1882 tentang Kesehatan {Lambaran
Megara Repuklik Indonesia Tahun 1922 Nomor
100, Tambahan Lembaran Megarz Republik
Indonesia  Momor 3485} ;

. Undang — Undang Republik lodonesia NMomar &
Tahun 1887 tentang Psikotropika {Lembaran
Megara Republik ndonesia Tahun 1857 Mormer
10, Tambahan Lembaran Megara Reaublik
Indoneszia Nomor 3671 ) ;

. Undang — Undang Republik Indonesia Momor
37 Tabhun 2003  tertany Pembentukan
Kabupaten COgan  Kaomering Uy Timur,
Kabupatan Ogan Komering Ly Selatan dan
Kabupaten Ogan lir di Sumatera Selatan |
Lembaran Megara Republk Indonesim Mahun
2003 Nemer 152, Tambahan Lermnbaran Megara
Republik Indonesia Momor 43477 ¢

. Undang — Undang Republik Indohesia Nomor
10 Tahun 2004 tentang Fembertukan
FPeraturan Parundang - undangan | Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2004 Momor
£1. Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Momor 4388 ;

. Undang — Undang Republik Indonesia Momer
32 Tahun 2004 lentang Pemetintaban Daesrah §
Lembaran Megara Republik ndonesia Tabhun



200 Mormaor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Momear 4437 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Republk  Indonasia
Momar 27 Tahun 1383 tontang Pelaksanaan
Undang — undang HWomor & Tahun 1981
tentang Kitab Undang - Lndarg Hukom Acara
Pigana {Lembaran MNegara Republik Indaonesia
Tahun 12363 Momeor 36, Tambahan Lembaran
Megara Rapublik Indonesia Momor 3258);

8. Peraturan Pemerntah Republik  Indoresia
Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewsnangan
Pemerintab dan Kewenangan Proping) Sebagai
Dagrgh tonom {Lembaran Megara Republik
Indanesia Tabiun 2000 Momor 54, Tambahan
tembaran  Negara  Republik  Indonesia
Momor 3852 5 ;

10.Pefafran Menteri Dalam Neger MNomor 4
Tahun 1997 tentardg] Penyidik Pegawail Negeri
Sipil diling kungan Pamerintabh Dasrah:

1. Kepetozan  Menteri  Kesehatan MNomar
992/Menkes/PERM/1993 tentang Ketentuan
dan Talacam Pemberian lzin Apotek ;

12. Keputusan Monteti Kesehatan  Nomor
11894 Menkas/BHX1990 tentang Wewenang
Fenetapan |zin di bidang Kesehatan;



by

13 Keputusan Menter Dalam Neged Momor 130-
67  Tahun 2002 tentang  Fenga<uan
Kewanangan Kabupaten dan Kota !

f4 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Noemor
1333 Menkes/SK/X/2002  tentang  Pambahan
atas  Peraturan Menteri Kesehatan  Mormor
D22 Menkes/PER/XM99S  lentang  Ketentuan
dan Tata cara Pembenan lzin Apotek |

1% Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Momeor 2 Tahun 2001 tentang Susunan
Urganizasi dan Tata Kcorg Dinas — dinas

Kabupaten Ogan Komering LU [Lembaran
Caerah Tahun 2001 Nomar 2 Seri O).

Dengan Parestujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan
BUPATI O5AN KOMERING ULLU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABLIPATEN QGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN APOTEK.



BAE |
KETENTUAN UMLIM
Pasal 1

Dalam Feraturan Dagrsh ini yang dimakswd dengan

T

2

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Kamering Ulu.

Femerintah Kabupaten adalabk Pemetidah Kabupatan Cgen
Komering ulu.

Bupati adaiah Bupat Ogan Komering Ulu.

Dings Keschatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cigan
Kumering Uluw.

Kopala Dines adalah Kepala Dinas Kesshatan Kabupaten
Ogan Kamering Ul

Apotek adalah suatu tempat tertentu, 1empat dilskukan
pekeaan kefarmasian dan penyaluian sediaan farmasi,
pamhekalan kesehatan laitnya kepada masyarakat.

. Apoteker adalsh Sarjana Farrmasi yang telah lulus dan telah

mengucap sumpah jabatan gpoteker, mercka  yang
berdasarkan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku
berhak  malakukan pekerdaan  kelarmssian di  Indonresia
sebagal apotalkar.

. Burat Izin Apatek selz2njuthya disingkat SIA adalah Surat kzin

yang diberikan oleh Bupati kepeda Apoteker atau Asisten



Apoteker bekerjasama dengan  pemilik  sarana  untuk
menyalenggarakan Apotek dizuaty tempat tertenty,

&. Apocteker Pangelnla Apotek adalah Apoteker yang telah diberi
sural |zin Apotak.

10.Apoteker Pendamping adalah Apoleker yang bekerja di
Apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek dan / atau
mangaantikanrya pada jam - jam fertentu pada har kuka
fApotok,

11.Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan
Apotehor Pengelola Apotek  selama  Apoteker Pengelola
Apotek tarsebut tidak barada ditempat lebih dan 2 étiga) bulap
secara tens — menerus, telah memilki Surat [2zin Kerja dan
tidak bertindak sebagai Apoteher Pengelola Apotek di Apotek
lafn,

12, Asizten Apoteksr adalah merska yeng berdasarkan Peraturan
Perundang — undangan yang berlsku barhak melskukan
pekejaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker,

13.Rasep adalah pemmintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi
Dokier Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untulk
menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesua
Peraturan Perundang — undangan yang berlakuy ;

14. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan ohal, obat asii Inclonasia,
alat kesebatan dan kosmetika.

15.Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, mesin, implan
yang tidak mengandung obat vang digunakan untuk



mencegah, mendiagnosis, menyembubkan dan meringankan
peEnyakil, merawat orang sakit setta pemulihan kesehatan
Pada manusia dan atau upiuk membentuk  strukiur dan
memperaiki fungsi lubuh,

16. Perbakalan Kesehaten adalsh semtia bahan dan peralatan
yarg diperlukan untuk meyelenggarakan upaya kesehatan

17. Perlengkapan Apolek  adalah semua peralatan yang
dipergunakan untuk melaksanakan pengsiolaan Apatek,

15.Badan adalah suaty hentuk badan usaha yang meliputi
per=arnan terbatas, perseroan komanditer, perceroan lainnya,
badan usaha milk negara atav daerah dengan nama darn
benluk  apapun, parsekutuan, perkumpulan, frma, kongsi,
koperasi, yayasan alay organisast yang sejshis, lembaga dana
pensiun, bartuk usaha tetap seny badan usaha lainnys,

BAB I
PERIZINAN
Fasal 2

i1} Setiap orang atay Badan yang akan menyelenggarakan
Apotek teHebih dahuly hangs mendapat Izin dari Bupati atay
pejabat yang ditunjuk.

{2} Setiap panyelenggaraan Apotek harus mempunysi :

2. Apoteker yang memiliki Sural |zin Kefa dari Pajabat yang
berwenang.



. Tempat ussha yang tetap, sarana dan peralatan =zesuai
Peraturan Perundang — undangan yang beraku.

Paragraf 1
Obyek dan Subyek Izin
Fasal 3

Qbfek lzin adalah setiap penyelenggaraan Apotel,
Pasal 4
Subjek  Izin  adalah  omng  prbadi o oatae  badan yang

meryalenggarakan Apotek.

Paragraf 2
Tata Cara Mempercieh [zln
Pasal &

(1)Permehonan |zin Apotek sebagaimans dimaksud Pagal 2
digjukan secara tertulis kepada Bupati melalyi Dinas Tekais
yang membidangi urusan Kesehatan.

(2)Syaral — syarat permohonan |zin Apotek  schagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai
dertgan Peraturan Perundang - urdangan yang berlaku.

Pasal &

(1) Bupati atau Pajabat vang ditunjuk dalam jangks waktu paling
lama 30 ( tiga puleh ) hari kerja sejak tanggal permaohonan
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diterima, harus memberikan keputusan menerima  atau
menolak permaohanan izin.

{2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat {1} ticdak
dapat diteima harus diserai dengan alasan alasan
panclakanrya.

(2} Apabila dalam jangka waktu sebagaimana cimaksud dalam
ayat (1), Bupati atau Pejabat vang ditunfuk tidak memberikan
keputusan menerima atau menolak, maka permabonan izin
Apctek dianggap diterima.

FPazal 7

{1} Terhadap permehonan  lzin - Apotek  harus  dilakukan
pemeriksaan persyaratan Administrasi dan  pemenksaan
kelenghapan secara fisik ditempat akan diselenggarakan

Aparteh

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemerksaan dan
ditandatangani aleh Tim Pemeriksa.

Pazal 8

{11 Dalam hal hasil pemerikszan tim sebagaimanz dimaskeud
Pasal ¥ masih belum memenuhi syarat, Bupati atzu Pejabat
yang dilunjuk dalam jangka wakiu terenlt ssjok tanggal
permahonan diterima, mengelusrkan surat pembertahuan
kekurangan persyaratan.
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{2} Untuk mslengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana
dimaksud ayat (1), pemsohon  diber kesempatan  untuk
melengkapi persyaratan tersebut dalarm wakbn tartentu vang
ditetapkan dengan Peraturan Bupadi

Paragraf 2
Maza Barlaku Izin
Pazal 9

lzin Apotek berdaku selama 5 {lima) tebun, dan dapat
diperpanjang kembali selama momenuhi persyaratan.

Pasal 10
lzin Apotek sebagaimana dimaksud Pasal 9 fidak beraku =T
apabila :
1. masa beraku lzin teiah berakhir:
2. diperoleh secara tidak sah;
3. Apotek ditutup karena permohanan sendir:
4

- Kepemilikan Apctek bemindah tangan dan  atau terjadi
pengganban Apoteker pangelala Apoctik :

5. lokasi Apotek pindah alamat;

8. lzin Apotek dicabut oleh pejabat yang bervenang karena
melanggar Peraturan Perundang — undangan.



Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan Apotaker
Pengelola Apotak
Pagal 11

(1} Apoteker sebagal Pengelola Apotek mempunyai kewsjharn
sebanal berikut ;

a. menyediakan, menyiapkan dan menyerahkan sediaan
Farmaesi yang bermutu baik dan keabsahannya erjamin:

b. sediaan Farmasi yang karena sesustu hal tidak dapat
digunakan Ilzgi  atau di\rang  digunakan, harus
dimuznahkan dengan cars dibakar atau ditanam atau
dengan ¢ara lain sesugi Peraturan Ferundang  undangan
yang banaky .

(2} Apoteker zebagai pengelola Apotek dilarang sabagai berkut :
a. bekeqa tetap pada Peru=ghaan Farmasi lain atau menjadi
Apcieker pengelala Apotek di Apotek lain;

b. menjual Obatobatan yang tidak sesuai Peraturan
Perundang-untdengan yang berlaku.

BAB I
TATA KERJA DAN PELAYANAN
Pasal 12

Fengelaiaan Apotek meliputi ;

1. pembuatan, pengolahan, peracikan pengubahan  bentak,
peEncampuian, penyimpanan dar penyeraban obat ataer bahan
obat;



2. pengadaan. penyimpanan, penyaluran  dan peryerahan
perbekatan farmasi lainnya;

2. pelayanan informasi mengenai perbekalan famasi.
Pagai 13
{1} Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 angka
3. melipati :

a. pelayanan informasi lentang obat dan perbokatan fammasi
tainnya yang diberkan haik kepada dokler dan tenaga
kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat,

b. pengamatan den pelaporan informae mengenai khasiat,
keamanan, hahaya dan atau mutu obat perbekalan farmasi
[@innya.

{#} Palayanan infomnasi sebagaimana  dimaksud  ayat (19,
didasarkan pada kepentingan mesyarakst.

Pasal 14

(1} Apotek wajib melayani iezep Dokter, Dokter Gigi dan Dokter
Hewan.

t2] Pelayanan resep sebagaimana dimaksud ayat (1) =apanyuhnys
menjadi tanggunyg jawab Apoteker Pengelols Apotsk.

Paszal 156
(1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab

dan keablian profesinga yang dilandasi pada kepentingan
masyarakat.
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{2y Apotaker tidak dizinkan uriuk mengganti okat yang ditulis
dalam resep dengan abat lain.

{3y Apabila  pasien tidak mampu mensbus obat yang ditulis
didalam resep, Apotsker wajib

a. memberitahukan kepada pasien dengan menawarkan obat
generik yang sama zat khasialnya atau abat dari pabrik lain
yang sama zat khaziatnya;

b dalam hal tidak ada obat yang sama zal khasiatnys,
Apotekar wajib  berkonsulasi  dengan  dokter  untuk
pemilihan obat yang lehih tepat.

(4 Apcteker harus memberikan informas, meliput

a. hal — hal yang bekattan dengan pangounaan obat yang
dizerahkan pada pasian.

b. penggurnaan cbat secars tepat, aman, rasional atas
pamintaan masyarakat

Pagal 16

(1) Apabila penulisan resep diangoap terdapat kekeliruan atau
ek lepal, Apoleker harus membentahukan kepada dokter
penulis resef.

(2] Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud avat {1
karena partimbangan tertentu doktar penulis rezep tetap pada
pendiriznnya, dokter wajib menyatakanmys zecara tertulis atau
membubuhkan tands tangan yang tazm di atas resep.
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Pagal 17
(1} Salinan resep harus ditandatangani oleh Apatsker,

(2} Resep harus dirshasiakan dan dizimpan di apotek dengan
baik dalam Jangka waktu 3 {lina) tahon.

{3} Resep atau salinan ressp hanya boich diperlihatkan kepada
dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita
yang hersangkutan, petugas kesehatan atau petugas Iain yang
bervanang manurgl Peraturan Perundany - undangan yang
berlaku.

Fagai 18

{1} Apoksker adalah pengelols Apstek, Apcteker Mendamping
atau Apoteker Pengganti diizinkan untuk menual obat keras
yang dinyatakan =ebagai daftar obat wajib Apotek tanpa
rese,

{2) Daftar obat wajib apotek tanpa resen dimaksud ayat (19,
gebagaimana diatur dalam Peraturan Pamundang — undangan.

Pasal 1%

(1) Apateker pengelola Apotek dapat dibartu oleh Asisten
Apnteker.

(2 Asisten Apoteksr sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan
pekerjaan kefarmasian di Apotek di bawah pengawasan
Apntakear.
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BAB IV
PENGALIHAN TANGGUMNG JAWAE APCTEK
Pasal 20

{t'Pada setiap pengalihan  tanggung  jawab  pengelolaan
kefarmasian yang disebsbkan karena penggantian Apoteker
Penpelnla Apctek kepada Apoteker Pengganti, wajib dilakukan
serah terima resep, narkothka, obat dan perbekalan farmasi
lathnya serta kuncl — Kunci tempat penyimpanan narkotika dan
paikotropika

) Pada serah tenma  dimaksod ayet {13 weaib dibuat berita
acara serah ferima sesuai dengan bentuk yang telah
ditentukan dalam rangkap empat yang ditandatangani olsh
kedua belah pihzk.

Fasal 21

(1) Apabila Apoteker pengelala apotek meninggal duria, maka
dafam jangka wakiu dua kali 24 jam. ahli waris Apoteker
pengelola Apotek wajib melaporkan kejadian tersebut secara
tertulis kepada Kepsla Dinas Kesshatan alau patugas yang
diber wewenang alehnya.

(2] Apahila pada Apotek terzehut tidak terdapat  Apoteker
pendamping pada pelaporan dimaksud ayat (1) wajib disertai
penyerahan resep narkotika, pskotropika, obat keras dan
funci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika.

{2} Penyerahan dimaksud ayat (1) dan ayat {3] dibuat Berita
Acata Serah terima dengan Kepala Dings Keschatan atag
pebugas yang diberi wewenang alshnya,
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BAE ¥
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

(11 Pembinean dan Penpgawassan terhadap penyelenggaraan
Apatek. dilakukan oleh Bupeti dan sacara teknis dilaksanakan
oleh instansi yang membidangi urusan kesshatan.

i2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan, bertanggung
jawab  dan  rmelzporkan pelaksanzan pembingan dan
pengawasan sehagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pagal 21

Fuang lingkup dan tate cars pembingan dan penigawasan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati s=suai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB ¥I
SANKEI ADMINISTRASI
Pazal 24

Bupati atsu Pejabat vang ditumuk dapat mensabut |zin Apotek
dalarn hal .
1. Apoteker sudah Gdak memenuhi syarat lagi sehagai Apoteker.

2. Apoteker tidak memenuhi kewajizan dan melanggar larangan
sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1] dan avat {2). Pasal
15 ayat {Zh.

3. Apsbkila Apoteker pengelala Apotek berhalangan melakuken
tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun sacara berturut - turnat.
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4 Melanggar ketentuan Feraturan Pemndang — undangan yang
betlaku.

5. Sural lzin Kerja Apoteker pengelola Apotek dicatiut.

Pasal 25

Tata cara pencabutan lzin Apotek sebagaimana dirnaksud Pasal
24 ditetapkan dengan Peraturan Bupati =esuai Peraiuran
Perurdang — undargan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

{1} Pelanggaran atas ketentuan Fasal 2, Peraturan Daerah ini
dianeam hukuman kururgan paling lama 3 (tiga) bulan atay
denda paling hanyak Rp. 50000 0006, - flima puluh jutz
rnipiah) dengan atau tanpa merampas barang terdents untuk
kabupaten kecuali ditentukan lain aleh Peraturan Penundang —
undangan yang barlaku.

{2) Tindak pidana sebagsimana dimaksud avat (1) adalzh
pelanggaran

EBAB Vil
FENYIDIKAN
Pasal 27

{1} Selrin Pejabat Penyidik Lirum yang bergas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas tindak pidana sabagaimana dimaksud



16

dalam Peraluren Daersh ini dapat juga dilakukan aleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipl [ PPNS ) di lingkungan
Pomernintah Kabupaten wang pengangkatannya diletapkan
sesval dengan Perasturan  Perundangan-undangan  yang
berlaku.

{2y Dalarmn  melaksanakan Tugas Penyidikan, para Paejabat
Penyidik Pegawai MNegeri Sipil ( PPNS } sebagaimana
dimaksud ayat (1) bervenang ;

a.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya findak pidana; :

Melakukan tindakan pettama pada sast ity diterpat
kejadian dan melakukan pemetksaan;

Menyurth bethenti seseorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal dii kersangka;

Melzkukan penyitzan benda dan atau surat
Mengambil sidik jari dan mamotret seseorang:

Memanggil orang untuk didengar dan diperksa sebagai
terzangka atay saksi;

Mendatangkan omng  ahli yvang  dipedukan  dalam
hubungannya dengan pemeriksaan petkara |

Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat
petunjuk dar Fenyidik Urmum bahwa tidak terdapat cukup
bukil stau peristiwa tersehut bukan merupakan Tindak
Fidana dan selanjutnya  melalul Penyidik Dmum
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membaritahukian hal tersebut kKepada Penundiut Umuam,
tersangha atau keluarganys,

i. Mengadaken tindaskan lain menunet hukum yang dapat
dipartanggungjawabhkan,

BAB X
KETENTUAN FERALIHAN
Pasai 28

(1) Bagi Apotek yang telah mendapatkan lzin Apotsk zebetum
hedakunya Paraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2y Dalam jangka waktu 1 (g=tu) tahun sejak bedakunya
Paraturan Daerah ini, penyelenggara Apotek sebagaimana
dimakaud ayat (1) hasis menysaosikan dengan Peaturan
Daerah ini,

BAB X
KETENTIAN FENUTUP
Pagal 2%

Hal - hal yang belum distur dalam PFeraturan Daerah ini,
sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan
Paraturan Bupati.
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Paaal 30
Peraturan Dasrah ini mulai pedaky pada tanggal diundangkan.
Agar  sebap orang mengatahlinga, memefintabkan

pengundangan Peraturan Dasrah ind dengan penempatanngg
dalam Lambaran Laarah Kabupaten Cgan Komerirg Ui

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, ') fesndh. oo

BUPATI CGAN KOMERING ULL,

Cap f dte
EDDOY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABLIPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap f dio
SUPRIJADI JAZID

ILEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KGMERING LILU
TAHUN 2005 HOMOR & SERIE



